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Kuran Bangunan (BPH-  juta.” paparnya.
s Bﬂyﬂl‘ ‘TB), dan retribusi pasar. Pihak BPK juga mereko-
® Sambungan Hal13  sementara, lima temuan  mendasikan Pemkot agar
terkait SPI adalah soal retri- wajib pn;all.huﬂ
Laporan Hasil pungutan pajak air tanah, an yang tidak mcmbaynr
(LHP) BPK Nomor 05/LHP/ Jalan, pa- pajak lebth dart dua bulan
XVIILYOG/01/2017 terkait . da uma updating kepemilikan
hasil pemeriksaan dengan dan perizinannya. smm ftu

Hal ini tercantum dalam

untuk membenahi kinerja

tujuan tertentu atas Penda-
patan Daerah TA 2016 pada

Pemkot Yogyakarta tertang-
gal 31 Januari 2017.

itang

Menurut mL BPK telah
memberikan rekomendasi
kepada Pemkot Yogyakar-
ta untuk menyelesatkan

“Di LHP,
tulis jelas, Nknmendmnya
jelas, termasuk apakah ber.
potensi menimbulkan keru
glan keuangan negara atau
tidak.” katanya. kemarin.

Dia menyebutkan, enam
temuan ketidakpatuhan
pengelolaan pendapatan
daerah yaitu, soal retribusi
pelayanan sampah, retri-
busi terminal, pengelolaan
pendapatan pajak hotel res-
toran dan tempat hiburan,

L »
an bayar BPHTB sebesar
Rpl45,03 juta.
Selain itu juga :nengen
dalikan

uga menganalisis dan
mungut pajak reklame yang
tak berizin dan habis masa
fzinnya minimal sebesar

Rp953.2 juta.
“Pemkot juga kami min-
ta memberi sanksi penye-

lenggara reklame yang tak pos pendaj

parkir oleh pihak ktugadm

kewajiban memporforasi

karcis, menagth de:ndll'!u‘!

busi pelayanan pasar mini-

mal Rp26,7 juta dan tung.
retribusi kios minimal

gakan
Rp36.1 Juta.
memifita Pem-

“Kami
554 sgetinr wajib retribusi.

re-

sampah/keber-

Menurutnya, sesuai da-
lam UU 15/2004, jawaban
kepada BPK tentang tindak
lanjut atas rekomendasi

BPK disampaikan paling an

lambat 60 hari sejak LHP di-

Pemkot dalam mengelola 4
pendapatan daerah. Karena,
tahun ini dana transfer dari
pemerintah pusat banyak 4
yang terkoreksi sehingga
sumber dana yang bisa di- 4
makstmalkan hanya dari
patan daerah.

Politikus PKS ini menga-

proses penyusunan
kerja tahun 2018 rampung
paling lambat Mei menda-
“tang, Karena hasil kerja pan-
sus juga akan disodorkan
‘bahan pertimbang-
jtuk menyusun renca-
na kerja 2018. (als)
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